
 

 

 
 

BUPATI MAJENE 

 

 
PERATURAN BUPATI MAJENE 

NOMOR 5 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN TARIF MESS PEMDA  
 

BUPATI MAJENE, 

 
Menimbang:  a. bahwa berdasarkan tarif mess Pemda pada lampiran 

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan baik dari klasifikasi 

pengunjung maupun dari perkembangan mess itu sendiri; 

b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di 
atas, perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk 
Peraturan Bupati Majene tentang Penetapan Tarif Mess 

Pemda; 
 
 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana 
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2721); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung  Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor  125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebgaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 

2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor  137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5233); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5145); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3527); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor  140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran 
Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Pertama atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 
Nomor 3); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENETAPAN TARIF 
MESS PEMDA.  

 
 

 
Pasal 1 

(1) Setiap pengunjung yang menginap pada mess Pemda 
Kabupaten Majene di Jakarta dikenakan biaya nginap. 

(2) Tarif biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut: 

 
a. Pejabat Negara/Pimpinan dan 

Anggota DPRD Rp. 200.000,-/hari 

b. Pegawai Negeri Sipil  Rp. 180.000,-/hari 
c. Non Pegawai Negeri Sipil  Rp. 160.000,-/hari 

d. Tambahan extra bed  Rp. 30.000,-/unit/hari 
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Pasal 2 

Jadwal cek out setiap pengunjung adalah jam 12.00 Wib. 
 

 
Pasal 3 

Ketentuan pada lampiran huruf a angka 4 Peraturan Daerah 
Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2012 dinyatakan tidak 

berlaku. 
 

 
Pasal 4 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene. 
                                                              
              

Ditetapkan di Majene 
pada tanggal 28 Januari 2014 
 

BUPATI MAJENE, 
 

 
 
H. KALMA KATTA 

  
Diundangkan di Majene 

pada tanggal 28 Januari 2014 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, 

 
 
 

H. SYAMSIAR MUCHTAR M. 
Pangkat : Pembina Utama Madya   

NIP : 19570515 198610 1 001 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2014 NOMOR 5. 


